RABU PAHING, 6 NOVEMBER 2024 (4 JUMADILAWAL 1958)

"KEDAULATAN RAKYAT” HALAMAN 4

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ....
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang -
2. bahwa unluk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, periu didukung
penyelenggaraan yang |, efisien dan efektii dengan

e.  melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
f.  melakukan penghitungan pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan
un'luk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan

f. terganggu jiwanya.
Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilinan
Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan DPS.

(3

mulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan
lainnya dari luar Kalurahan; dan
0. persyaratan administrasi lainnya yang ditelapkan dalam peraturan lata tertib

memperhatikan kearifan lakal; g g g lain yang ditetapkan dengan Keg Bupati. Pemilihan Lurah.
b. hahwa dalam rangka mangla jabaran Lurah sebagai salah satu aparal penyelenggara Pasal 22 {5) Dalam hal dok dudu bagai ksud pada ayat (4) huruf a dan
I isme pemilihan Lurah yang demokratis, adil, Pasal 7 (1) Panitia Pemilinan Tingkat Kal kan DPS qai i i huruf b dengan format digital dan sudah dqmndatangam secara elektronik dan Kartu
anpemsupatr Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilinan Lurah Tingkat Kap gai i i dalam Pasal 21 ayat(3) pada tempat yang kal Tanda PendudukEbeklronﬂ(hdak memerlukanpelayanan legalisir.

¢. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Ncmor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara dalam Pasaiﬁayattﬁ)mempunya:lugas (2) Jangka waktu pengumuman sebagmrnana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari (6) Selain persyarat; pada ayat (4) pendaftar Bakal Calon Lurah
Pemilihan, Pengangkatan, danF hseb telah diubahd a. h Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan kalender. dapat menambahkan bulm pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki
PeranJran Daetah Kabupatea Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Lurah; dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.

Peraturan Daerah k | Nomaor ISTahun2ﬂ19len1angTalaCara Pemilihan, . lakukan g htahapan pelak Pemilihan Lurah; Pasal 23 (7) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan

Pengangk dan Pemberhentian Lurah dipandang sudah tidak sesual dengan €. fasilitasi pervyel lahan yang timbul dalam seluruh tahapan (1) Dalam Jangka wakiu sebagalmana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (2), Pemilih atau sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf | dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal
rkemb hukum dan kebutut kat sehingga perlu diganti dengan Pemir:‘han Lurah' anggota gadap gajukan usul p genai p nama pendaftar Bakal Calon Lurah.

peralurandaerahyang baru; d. i dan poran dan identitas lainnya.

d. bahwa dalam huruf a, huruf b, dan pertanggungjawaban aias pemberian banluaﬂ ksuangan khusus kepada (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota Paragraf 2
huruf ¢, perlu menelapkan “Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, garaan Pemilihan Lurah; dan kel japat ikan inf iy liputi Penelitian, Penetapan dan Pengumuman
Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah; a. merryampmkan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah a,  Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten. b.  Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut; Pasal 34

Mengingat - [ Pemlhhyangsudahmenlkah dibawah umuri?{b.quh belas) tahun; atau (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurat lakub peneflllan 1

1. Pasal 18 ayat (B) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 8 d. Pemilih yang sud P hticiak i syarat sebagai Pemilih, istrasi Bakal CalunL h sebagail i dalam Pasal 33aya1 (1) meliputi

2, Undang Undang Momor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan  (3) Apabila usul perbaikan dan inf pada ayat (1) dan ayat (2) penelitian gl bsah lonan

Dalam Li Daerah Isti Jogjak (Berita Negara Republik Lurah. diterima, Panitia Pemilihan ngkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS (2) Penelitian Ierhadap persyam!an administrasi Bakal Calnn Lurah sebagaimana dimaksud
Indonesia tanggal BAguslus 1950 Nomar 44); (2) Tanggungjawab seb padaayat (1) mefiputi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. pada ayat(1)dilaksanak g lama 7 (tujuh) hari b

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Megara Republik a. lakukan p terhad; ,_" Pamtla Pem|I|hanTngkalKa.!urahan {3) Dalamhal 1erdapa1keraguan rhad p keabsahan i Bakal Calon
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia b, bant lesal lah yang ilihan Lurah; Pasal 24 Lurah, Panma. lihan Tingkat Kalurahan berhak kepada Bakal Calon Lurah
Nomar 5495) sebagai telah diubah beb kali terakhir dengan Undang-Undang . memhankan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan (1) Pemmh yang belum bardaﬂar secara akfif melaporkan kepada Panitia Pemilinan Tingkat untuk jukkan dok asli terhadap fotokopi p Bakal Calon Lurah
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang MNemor & Tahun d.  mempertanggungjawabkan terselenggaranya seluruh lahapan penyelenggaraan dengan j Kartu Tanda Penduduk danfatau Karu Keluarga dengan mencocokkan keaslian dokumen danfatau melakukan klarifikasi pada instansi
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomar 77, Pemilihan Lurah; meialunDukuh dan/atau Ketua KPPS. yang berwenang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan dari pejabat yang
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); e, menyetujui DPT melalui rapat pleno; dan (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan validasi data pemilih yang belum berwenang.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri Daerah (Lemt . menetapkan Calon Lurah terpilih. terdaftar mefalui Dukuhdam‘alaul(erua KPPS.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara (3) Pemilihseb L padaayam}d.dmm ilih tambah: Pasal 35
Republik Indonesia Nomer 5587) seba.gamana lelah diubah dengan Undang-Undang Pasal 9 (4) P data pemilih tambah ksud pada ayat (3), dilaksanakan (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil penelitian persyaratan
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penet P Pengganti Undang- (1) Badan P tan Kalurah t kan tentang akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peng daftar pemilih berakhir. administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada

Undang Nomar 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengadn Undang-Undang {Lembaran kepada Lurah. yarakat untuk peroleh [
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara (2) Pe i gai pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan Pasal 25 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah
Republik Indonesia Nomor 6856), bel jabatan Lurah, (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diumumkan yang memenuhi persyaratan adminisirasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi
(3} Lurah menyarnpaman laporan akmrmasa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 oleh Panitia Pemilihan Ti Tngiual‘-r lurahan pada papan F i Kalura- persyaratan administrasi.
Dengan Persetujuan Bersama (tiga puluh) hari kena setelah p itahuan akhir masa jabatan. han, papan dukuhan, papan rukun tetangga, dan laman (3) Masul k b dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada
Pemerintah Kalurahan, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasal 10 (@) Pengumurnan daftar pemilih tambat bagai i pada ayat {1] di dan harus dif dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat
KABUPATEN BANTUL (1} BadanP K beniul Pamia Pemilihan Tingkat K; dalam jangka waktu 3 (tiga) hari k g sejak Kall
dan (2) Panitia Pemilinan Tingkat Kalurat ksud pada ayat (1) ditetap peny daftarpemilin tambahan.

BUPATI BANTUL dalam jangkawaktu 10 {sep hari kerj sete!ah, i khir masa jabatan. Pasal 36
(3} Pembentukan Panitia Pemilinan ngkal Ki dilakukan dengan mempertimbx Pasal 26 (1) Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
MEMUTUSKAN: kan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurah kan dan meng kan DPS yang sudah dalam Pasal 35 ditetapkan menjadi Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalura-

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,  (4) Panitia Pemilihan Tngkat Kalurah baga dimaksud pada ayat (2) ditetap diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT, han pada setiap Kalurahan secara serentak.
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH, denganK Badan P Kalurat (2) Calon Lurah paling sedikit berjumiah 2 (dua) orang.
Pasal 27 (3) Dalam hal jumiah Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi dan
BABI| Pasal 11 (1) DPT sebagmmana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan pada papan pengumuman hanya terdapat 1 (satu) calon Lurah terdaftar, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mem-
KETENTUAN UMUM (1} Badan Permusyawaratan Kalurahan memberntahukan pembentukan Panitia Pemilihan han, papan p padukuhan, papan pengumuman rukun Calon Lurah sel; 15 (lima belas) hari.

Tingkat Kalurahan secara tertulis kepada Bupan meﬂalm Panew paling lambat 3 {tiga) Ietangga dan laman Pemennlahl(alurahen (4} Dalam ha[ fidak herlamhahnya Calon Lurah terdaftar setelah perpanjangan masa pen-
Pasal 1 hari sejak b Badan P y (2) Peng DPT k pada ayal (1) dulaksanakan dalam jangka daflaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Panitia Pemilihan Tingkat

Dalam Peraturan Daerah ini yangdmaksud dengan (2) Dalam hal [ itah i dimaksud pada ayat (1) i batas waklu wakiu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak t ¥ DPT. Kalurahan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari

1. Pemilihan Lurah adalah rakyat di Kalurahan dalam rangka yang dit fikan, Badan P ¥ Kalurahan harus paikan alasan berikulnya
memilih Lurah y‘angbersrfal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, keterlambatan pemberitahuan. Pasal 28 (5) Dalamhal kembal ft Jon Lurah fimak

2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan (3} Panewu harus ital bagai i pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan pada afal :d} berakhir dan hanya lerdapal 1 (satu) Calon Lurah terdaftar, Panitia
pejabat Pemerintah Kalurahan yang nm-upuuya- g. lugas dan kewajiban untuk kepada Bupali paﬂng lambal 2 (d.ua} hari sejak p itahuan dari Badan P di setiap Psm:llhan Tvngkat Kalurahan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan
menyelenggarakan rumah langga Kall dan melak kan tugas dari waratan Kalurahan diterima. k lon Lurah tuk mufakat
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 29 {6) Tata cara pelaksanaan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat

3 Panma Pemilihan Lwah ngkal Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pasal 12 Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan (5) den I

yelenggarakan proses Pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan Tingkat Kal lak Lurah paling alat perlengkapan pemilihan.

4, Tm Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang  lambat7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya F’anmaPemmhan'I'lngkatKalurahan Pasal 37
dibentuk oleh Panewu untuk pembinaan dan peng; penyelenggaraan Pasal 30 (1) Bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan menjadi Calon Lurah oleh Panitia Pemilihan
Pemilihan Lurah. Pasal 13 (1) DPTyang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan tidak dapat diubah. Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melakukan pengundian

5. Panitia Pemilihan Lurah T|ngkat Kabupatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berjumiah 8 {sembilan) orang yang terdiri (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan nomaor urut Calon Lurah.
tingkat Kab dal ilihan Lurah. a.  Kelua; bubuhkan catatan pada kolom keterangan. (2) Penetapan Calon Lurah dan pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana

6. Bakal Calon Lurah adalah Warga Nagara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk b.  Sekretaris; dan dumaksud pada ayal {1] dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri aleh para Calon

ikuti pengisian jabatan Lurah, ¢ Anggota; Pasal 31 L acaraf pan Calon Lurah,

7. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemiihan (2} Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai imaksud padaayat (1)b | dari: (1) Penduduk yang hi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam DPTyang  (3) F'anma Penmilihan Ti Tngkal Kalurat ikan berita acara p Calon Lu-
sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah. a Stﬁga}orangdariPamungKalurahan: sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, dapat menggunakan hak rah sebag; P t(2) kepeda Panitia Pemilihan’ Tingkat Kabupaten.

8, Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang mempercleh suara terbanyak dalam b.  3(tigajorang dariLembaga K Kalurahan; dan pilihnya dengan jukkan Kartu Tanda Penduduk d Karlu Keluarga asli, de-  (4) Panitia Pemilinan Tingkat Kabupalen mengumumkan melalui media masa dan laman
pelaksanaan pemilihan Lurah. c 3 !wa}omngdantokohmasyarakat ngan batasan wakiu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pe- Pemerintah Kabupaten tentang nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.

9. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang  (3) Kaanggol!aan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan milihan ditutup. (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan mengumumkan melalui papan pengumuman ten-
untuk melaksanakan lugas, hak dan wewenang serla kewajiban Lurah dalam kurun darj unsur p (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana di pada ayat (1) dil pada TPS tang nama Calon Lurah yang 1e|ah dnelapkan setelah pengumuman oleh Panitia Pemi-
waktutertentu. (4} Penm:apan Jabatan dslam Pamlla Pemilihan Tingkat Kal bagai fimaksud sesuai dengan alamal yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk daniatau Kartu lihan Tingkat Kat ksud pada ayat (4).

10. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adaaah pemha t(1) p gan Kep Badan P Kal Keluarga. (6) Penetapan Calon Lurah sehagalmana dimaksud pada ayat (2) bersifal final dan
yang dibentuk oleh Panitia Pemiiihan Tingkat Kal untuk mengikat.
pemungutan suara. Pasal 14 Bagian Ketiga

11. Pemilin adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi (1) Keanggotaan Panitia Pemilinan Tingkat Kalurah bagai dimaksud dalam Pasal Pencalonan Pasal 38

persyaratan uniuk menggunakan hak pilin dalam pemilihan Lurah. 12 hatus memenuhi persyaratan: Paragraf 1 {1) Calon Lurah tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Lurah dan harus mengikuti

12. Daftar Pemilih S yang sel disingkat DPS adalah daftar pemilih yang a. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan Tingkat Pendaftaran seluruh tahapan Pemilihan Lurah,
dnsusun berdasarkan data Daftar Pamulm Tetap Pamulnhan Umurn terakhir yang telah Kalurahan; dan (2) Dalam hal terdapat Calon Lurah rnenyatakan mangundurkan diri, Panitia Pemilihan

iperbaharui dan dicek kembali atas keb ditambah dengan pemilih baru. b. tidak P i hubungan kel d Bakal Calon Lurah. Pasal 32 Tingkat Kalurahan harus menolak peng

13. Dafiar Pemilih Tambahan adalah daftar permlth yang disusun berdasarkan usulan dari (2) t 5 (v gai i pada ayat (1) meliputi: Calon Lurah harus memenuhi persyaratan:
pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. a. orangtualimertua; a. WargaNegara Indonesia; Pasal 39

14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah h- Istri/suami, anakimenantu; atau b.  bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa; Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu)
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas saudara kandung. c teguh dan il lak Undang-Undang Dasar Calon Lurah, Panitia Pemulman Tingkat Kalurahan bersama-sama dengan Badan
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah. (3) Dalam hal :erdapal anggota Panina Pamnman Tingkat Kalurahan yang mempunyai Negara Republlk 1nuonasra Tahun 1945 seria | dan it Kal kan calon Lurah terdaftar secara musyawarah untuk

15. Kampanye adalah sualu keg;atan yang dnlakukan oleh Calon Lurah untuk kink ksud pada ayal (1), Badan P g Republik dai BhlnnskaTunggaI Ika mufakal.
para pemilih dal, Kalurahan mngganll anggola Panitia Pemilihan T|ngkatKaIurahandlmaksuddaﬂ unsur g pendidikan pali dah tamat sekolat gah pertama at i

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksana- yang sama. e. berusiapaling rend h25 [dua puluhlima) tahun pada saal : Paragraf 3
kannya pemungutan suara. f.  bersediabersediadicak urah: Kampanye

17 Kalurahan adarah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Pasal 15 g. tidak sedang menjalani hukuman pldana penjara;

kat hukum yang memiliki batas wilayah yang bemenang (1)} Panitia Pemnluhan‘l’nmtan(alurahan mempunyaplugas h, fidak pemah dijatuhi pidana penjara b pulusan peng yang telah Pasal 40
unluk mengalurdan mengurus urusan pemerintahan, kepenti a jukan rencana anggaran biaya mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam (1) Calon Lurah melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
kal, hak asal usul, danlfatau hak lradmmal yang diakui Pemiiinan Lurah kepada Lurah; dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun Kalurahan
dan dih idalamsi intah gara K b. melakukansoswhsaa Pemilinan Lurah; setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka  (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, lerbuka,

18. Pemerintahan Kalurahan adalsh Lurah dan Badan Pennusyawsralan Kalurahan yang [} ftaran dan p pan Pemilih; kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku dialogis serlabertanggungiawab
memiliki tugas dala ggara d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Lurah; kejahatan berulang-ulang; (3) P dimaksud pada ayal (1) dalam jangka wakiu 3

19, Psmanntah Ka!urahan adalah Lurah dibanty Pamong Kalurahan sebagal unsur e.  menetapkan Bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan; | tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mem- (tiga) hari Kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang di-
penyelenggara p . mengesahkan DPT hasil pleno yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan punyai kekuatan hukum tetap; tetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan,

20 is K yang jutnya disebut Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan; k sehaljasmanidanmhani; (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar wakiu sebagaimana
Kalurahan. 0. pkan tata cara Pemilihan Lurah; k. yalat ka dan ok i I dimaksud pada ayat (3).

21. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaralan h. kan tata cara pelak kampanye; I bdakpemah jat hsetama 2 (dua) kali periode jabat: (5) Dalam hal terdapat kegiatan kampanye di luar wakiu sebagaimana dimaksud pada ayal
Desa pakan lemb laksanak fungsu han yang anggotanya I, rHEmtlemukKPF'S m. msndapatkaﬂ izin tertulis dari atasannya bagi Calon Lurah yang berasal dan pegawai (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan berwenang:
merupakan wakil dari juduk Kalurat kan keterwakilan wilayah dan I3 gan teknis pelal kepada KPPS, bad ha milik negara/badan usaha milik daerah d ggota TNIPolri; a. ahentik bubarkan kegi
drhetapkan secara demokratis. k. melaksanakan penyediaan ‘surat suara. pefalatan perrengkapen dan tempal  n. mendapatizin tertulis dari pejabat pembina kepegawalan bagi calon Lurah yang berasal b. alatperaga yang befum masa kamg d

22. \ h Kalurahan adalah y yang diselenggarakan cleh Badan pemungutan suara; dari Pegawai Negeri Sipil; ¢ melakukan tindakan lain dalam rangka jjudkan k dan ketertib
Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk pemitihan Lurah antarwakiu. . h ]umlahsurai dan kolak suara; 0. bersedia culi bagi yang berasal dari Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf masyarakal

23. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Isluﬂewa Yogyakarla yang m. y suara, kotak d iengkapan Pemilihan Lurah lainny honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan; (6) Dalam pada ayat (5) Panitia
merupakan bagian wilayah dari daerah Kab dan p t daerah kepadaKPPS: p. bersedsa mangundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan menpadl Bakal Calon Lurah Pemilinan Tingkat Kalurahan dapel meminta banluan atau bekerja sama dengan Tim
Kabupaten, n pkan hasil rekapitulasi penghilungan suara dan g kan hasil bagiyangb | dari keanggotaan Badan P y Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon,

24. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah, Pemifihan Lurah; q. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurah pat sejak dilantik

25. Bupatiadalah Bupati Bantul, 0. yampaikan Calon Lurah P K rnenjam Lurah Pasal 41

26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah p.  melakukan evaluasidan pe!apcranpelaksanaan Pemilihan Lurah; r jarahd | usul keisti Daerah [sti Yogyakarta; (1) Kampanye sebagai fimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memuat visi dan misi Calon
yang impin p urusan p yang menjadi kewenangan daerah q. mengoordlnaslkan menye1enggarakan. mengawasi dan mengendalikan semua 5. b di sebagaj- fu keisti Daerah Isti Yogyakarta di Kalurahan; Lurah,
otonom, tahapan sebag da hurufa sampai dengan hurufo; dan dan (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merup inginan yang ingin diwujudk

27. Daerah adalah Kabupaten Bantul, . dan buat laporan pelal Pemilihan Lurah kepada Badan 1 telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun lerhitung pada saat dimulainya dalam jangka wakiu masa jabatan Lurah.

Permusyawaratan Kalurahan. pendaftaran bagi Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dariluar ~ (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam
BAB I (2) Panitia Pemilihan Tingkat K; dala | kan tugasnya bersifat mandiri dan Kalurahan. rangka mewujudkan visi.
PEMILIHAN tidak memihak.
Bagian Kesatu (3) Dalam melaksanakan tugas Pemilihan Lurah, Panitia Pemilinan Tingkat Kalurahan me- Pasal 33 Pasal 42
Umum neiapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah. (1) Setiap Warga Negara Indonesia berhak mengajukan pendaftaran menjadi Bakal Calon ~ Kampany g dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan melatui:
(4} ¥ lebih lanjut i bentuk dan contoh format peraturan tata tertio Pemilihan Lurah, a.  pertlemuan terbatas;
Pasal 2 Lurah sebagai dimaksud pad (3) diatur dalam Peraturan Bupati. (2) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada b latapmuka;

(1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan dengan dilampini kelengkapan persyaratan pen- ¢ dialog;

(2) Pemlhanlumhherm[atfangsmg umum, behes rahasm |I.I|I.If dan adil. Pasal 16 daftaran. d. penyebaranbahan } L

(3) Pemilihan Lurah dilakukan secara di seluruh wilayah (1} Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan, Lurah  (3) Pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di e alat peraga dif nempal Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh
Kabupalten. membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Ti ‘i’ngkatKB!Ltrahal'l dengan Kepulusan Lurah, dalam jangka waktu 7 (tujuh) har kerja, dimulai sejak DPT ditetaphan. pamha pemilihan; dan/atau

12) Sekletanat Panitia PEI'I'Illlhal'l T:ngkal Kalurah ksud pada ayat (1) (4) Kelengkapan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksudpada | giatan lain yang tidak melanggar p perundang-undang;
Pasal 3 ayat (2) berupa surat lamaran menjadi Lurah yang dilujukan kepada Bupati dilengkapi

(1) Pemilihan Lurah secara g g sebag dalam Pasal 2 parsyaratan administrasi, sebagai berikut: Pasal 43
ayat{3)di g perti L Pasal 17 a. folokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat (1) CalonLurahda}am Kampanye dilarang:

3 pengelompok ktu berakhirny masa]abatan Lurah; (1) P KPPS sebagai dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i ditetapkan yang berwenang; memparsoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar
b. K daerah; d dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkal Kalurahan, b. folokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang; Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
c. kelerseduaan Pegawas Negen Supul di lingkungan Pemerintah Daerah yang meme- (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdin atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal c. folokopiijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; Indonesia;

sebagal Penjabat Lurah dari unsur: d.  SuratKeterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku; b. ak kegiatan yang bahayak han Negara K Republi

(2) Pemilihan Lurah secara k bergelomt t ksud pada ayat (1) a Oukuh pada Padukuhanyang bersangkulan e Suraii(etera.nganSeha1Jasn\anrdanRnhamdaadaklerpemenntah Indonesia;
dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kal daiamjangka waklu B(delapan:tahun b. da Paduk yangb gh f. SuratK Narkotika dan obat terlarang lainnya dari c. menghma seseorang, agama, suku ras, golongan, damatauCaInnLurahyanglaan.

{3) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (-4 wkuhmasyarakal:danfalau Rumah Sakit Pemennlah; d. p atau
dilakukan dengan interval waktu. d.  anggota perlindung kat P b 9. Proposal tertulis yang memuat Visi-Misi jika terpilih sebagai Lurah; €. mengganggu ketertiban umum;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wakiu pelaksanaan pemilihan Lurah sebagaimana (3} Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayal (2) harus memperhalikan h.  Suratizin tertulis dari pejabat pembina kepagawaian bagi calon Lurah yang berasal f. untuk melakukan ke atau jurkan penggunaan
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. keterwakilan perempuan. dari Pegawai Negeri Sipil; keh kepada kelompok anggota kat, dan/atau calon

(4) Dalam hal satu Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh I Suratizin tertulis dari atasannya bagi calon Lurah yang berasal dari pegawai badan yang lain;
Pasal 4 dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa hanya pada salah satu KPPS. usaha milik negararbadan usaha milik daerah, dan anggota TNI/Polri: g. hilangkan alat peraga K: !

Pemilihan Lurah dilaksanakan mefalui tahapan: (5) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) TPS yang | SuratKeterangand dilan Negeri yang i} h. menggunakan Iasnttaspemermmh wempatmadah danmmpal pand|d|kan.

a, persiapan; sama dilarang: 1. hdak pemah dlpalul'h pndana penjar.a dasarkan pulusan dilan yang i.  membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari

b. pencalonan; a puny kel antaranggota KPPS; dan lakukan tindak pidana yang gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan: dan

¢ pemungutan dan penghitungan suara; dan b. punyai hut kel d Bakal Calon Lurah. diancam :Iengan pidana penjara pallng snngkalS:Ilma} tahun atau lebih serta J- jikan atau ikan vang atau materi lainnya kepada peseria

d. penetapan; (6) Hubungan keluarg: gai i pada ayat (5) hurufa dan hurufb meliputi bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; Kampanye;

a.  Orangtua/mertua; 2 I»dak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan pulusan pengadilan yang  (2) Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengik }
Bagian Kedua b, istri'suami, anak/menantu; atau h hukum tetap; a  Lurah;
Persiapan ¢ saudarakandung. K. buklitertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan b.  Pamong Kalurahan; dan
pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bahwa yang ¢ Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
Pasal 5 Pasal 18 bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang,

(1) Bupatimembentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati. KPPS bertugas menyele"ggarakan proses pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS bagi Bakal Calon Lurah yang pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pasal 44

{2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit P tata tertib Pemilihan Lurah. gadilan yang telah berkek hukum tetap karena melakukan tindak pidana  Calon Lurah yang melanggar | bagai dimaksud dalam Pasal 43
terdiri atas: yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; ayat{ﬂd;kanalsanksmlah Panitia F‘ernuluhan ngkatKaIurahan
a. Pengarah, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah; Pasal 19 . SuratPemy a. pering pabila Calon L qggar gan; dan
b.  Ketua, dijabal oleh Sekretans Daerah; Badan Permusyawaratan Kalurahan dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Tingkat 1. bertagwa kepada TuhanYangMaha Esa; b. kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah
c.  Wakil Ketua, dijabat aoleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kalurahan dan KPPS 2 teguh dan lkan Pancasila, melak kan Undang- )rang dapat mengambaﬂ(an gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar

pemerintahan; Undang Dasar Negam Republik Indonesia Tahun 19-15 serta mempmhan- ke wilayah [ain.
d Sakrelans dijabat cleh kapa!a- gkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pasal 20 kan dan han Megara Ki publik | dan
p bidang p y dan Kal (1} Masyarakal yang menggunakan hakp|||hhamslerdaftarsebaga:pemil|h Bhinneka Tunggal lka; Pasal 45
e, Anggota, terdiri atas P d Pi Daerah i kebutuhan; dan (2) Pemilihseb yat (1) harus hi syarat: 3. bersedia memahami sejarah asal usul | Daerah | (1) Masatenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
f.  Sekretariat Paniia Pemilihan Tingkat Kabupalen pada Perangkat Daerah yang a. warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 (lujuh bejas] tahun atau sudah/ Yogyakarta; {2) Hari dan tanggal p guian suara sebag j pada ayat (1) ditetapkan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pernah menikah; 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah |stimewa Yogyakania di oleh Bupati.
Kalurahan. b. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 {enam) Kalurahan;

(3) Dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panewu mem- bulan sebelum tanggal disahkannya Daftar Pemilih Sementara, yang dibuktikan 5. bersedi durkan diri dan berhenti dari keanggolaan dan/atau Bagian Keempat
bantuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon yang ditetapkan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, } partai politik jika terpilih dan di Lurah, P g dan Peng| gan Suara
dengan Keputusan Panewu. ¢ lidak sedangterganggu jiwalingatannya; dan 6. bersedia mangunu'urkan diri dan berhenti dari pegawai badan usaha millk

(4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimak- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah negaraldaerah atau dari anggata TNI/Polri jika terpilih sebagai Lurah; Pasal 46
sud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas: memperoleh kekuatan hukum tetap. 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan; {1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi
3. Pengarah, dijabat oleh forum koordinasi pimpinan Kapanewon; (3) Permlnh yang teiah ta:daﬂar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat 8, bersedia cuti sampai dengan inya pelaksanaan p Calon Lurah nomor, folo, dan nama Calon Lurah.

b. Ketua, dijabatoleh PanewuAnom; g pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih. terpilih, bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan, staf Kalurah (2) Pemberian suara sebagai di pada ayat (1) dilakukan dengan b
c. Wakil Ketua, dijabat oleh Kepala Jawatan Praja; dan dan staf honorer Kalurahan; lah satu Calon Lurah dal: suara
d.  Anggota terdir atas perangkat K Pasal 21 9, bersediamengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan Badan Permusya-
(1) Panitia Permlihan T|ngkat Kalurahan melakukan pemulakhlran dafkar pemilih dan waratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi bakal calon Lurah, bagi yang Pasal 47
Pasal 6 GJ'-'BNUBSI kdik i b | dari BadanP ¥ Kalurah (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, formulir adminisirasi pelaksanaan pemi-

Pamlra Pemilihan Tingkat Kabupaten mempunyai tugas: (2) P ebagai dimaksud pada ayat (1), dil skukan dalam hal: 10, bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai lihan Lurah dan kel peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan a.  memenuhi syarat usla pemllrh yang sampau dangan han dan tanggal pemungutan calon Lurah; dan Tingkat Kalurahan,
pelaksanaan pemilihan Lurah; suara pemilih )} 17 () : 11. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat 2) Jumlah gad, suraisuara bagai dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DPT

b. lakukan bimbingan leknis pelal pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan b. 17 {tujuh belas) tahun, tetapi dat Ip sejak dilantik menjadi Lurah. gan sebesar 10 {sepulut
Tingkat Kalurahan; ¢ telahmeninggal dunia; m, Surat b dari Pemerintah Daerah Kab yang bahwa  (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, formulir adrrunislras: pelaksanaan pemilihan

¢ memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan d. pindah penduduk keluar Kalurahan yang di dengan p Kartu belum pemah menjabat sebagai Lurah selama Z{dua}kaii masa jabatan; Lurah dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan

pabila di i Tanda Penduduk dan/atau Kartu atau n. Sural k gan dari P h Daerah Kab ang kan bahwa Tingkat Kalurahan bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.

d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten e belumterdaftar; dan telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 [Inma} lahun terhitung pada saat di- (4) Bentuk, ukuran, dan wama surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalura-




